
•••••• {2) •. Bantuan 

Pasal 2. ., 
(1) Team Pemberantasan Korupsi bertugas membantu Pemerintah 

dal.sm memberantas perbuatan Korupsi se-tjepat2nja dan 
se-tertib-2nja. 

>. 

Pasal 1. 
Jane: ddrnaksud dengan Korupsi dalam Kepu::;usan ini adal.ah 

sesuaf c.engan pe:raturan-pel"llildang-undangan ,Jang berlaku. 

BAB II 
TUGAS DAN FUJIKJSI • 

Menetapkan : PEl>!iBENTUKAN TEAM PE:Ml3ERAN'rASAN KORUPSI DENG.A.N TUGAS, FU1'.'USI 
DAN SUSUKAN, sebagai berikut : 

B A 13 I 
UMUM 

Mengingat : 1. Pas al 4 ajat ( 1) Undang-undang Dasar 191+5; 
2. Undang-undeng No. 5 tahun 1950 tentang eusunan kekuasaan 

BadaJ1-badan Peradilan Ketenteraan; 
3. Undang-undang No. 6 t ahun 1950 berhubungan dengan Und.,1ng­ 

undang No. l tahun 1961 Drt 1958 tentang Hukum Atjara 
Pidana pada Pengad LLan Ketente.raan; 

4. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang ket.encuan-ket.en- 
tuan Pokok Kedj~ksaan ,Republik Indonesia; , 

5. Keputusan Presiden R.I. No. 132 tahun 19·57 tentang or-ga­ 
nisasi Pertahanan-Keamarum; 

• MEMUTUSKAN: 

. 1'!enimbang : 1. bahwa per-ouat an korupsi padc ur.mmnja merupakan ealah sa­ 
tu hambat an jang sangat merugikan bagi pelaksanaan pro­ 
gr-am-progrsm Kabinet Ampern dan pentjapaian Pantja Ter­ 
tib, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk meng­ 
inte:~sifkan dan mengefektifkan pemberantasannja; 

2. bahvra bar-hubung dongan itu, perlu membentuk suatu Team 
unt.uk dapat bertindak lebih tegas, tjepat dan tertib t,er­ 
hada:;> setiap orang jang me l.akukan perbuatan korupsi; 

: ,• 
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••••• ( 2) • Kelompok 

Paaal 5. 
Ketua Team Pemberantasan Korupsi ada.Lah Djaks11 Agung, jang 
dalam mal.s.ks anakan tugasnja bertanggung djawab kepada Preeiden. 

Pasal 6. 

(1) Kelompok Penasehat terdiri dari Menteri Knhakiman, f.'angli­ 
ma Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut,, Panglima ·A!Ji;­ 
katan Udara dan Panglima Angkatan Kepolislan, 

Team Pembe rannaaan Korupsi terdiri dari • • 
a. Ketua Team, 
b. KaLonpok Penasehat. 
o. Anggauta-2 Team. 
d •. Sekrotaris Tear.i. 
e. Satiuan Tugas, 

• 
BAB III. 

S U S l' ':'. A N 

Pasal 4. 

.. 
< 

Pasal 3 • 

Team Percber-arrcaaan Korupsi mempunjai fungsi 1u:1mimpin·, mengko­ 
ordinir dan mengawasi semua alat-2 penegak hukum jang berwe­ 
nang baik sipil maupun Angkatan Bersendjata Republik Indonesia 
dalam mel.akukan penjelidikan, penjidikan dan penuntutan per­ 
kara-perkara korupsi baik jang dd.Lakukan oleh oknurn sipil 
maupun ingkatan Eersendjata Republik Indonesia. 

• 
!i.· preventif, dengan menjarankan kepada Pemerintah menge­ 

nai tindakan-~indakpn administratif d.in tindakan-2 lain 
nja jang harus diambil oleh Pemerintah untuk mentjegah 
atau mengurangi ke.mungkinan timbulnja korupsi. 

( 2) Bantu.an kepada Pemerintah seperti jang d irnaksud dalam 
ajat (1) pasal ini dilakukan setjara: 

~· represif, dengan maLakukcn tindakan-tindakan hukum se­ 
tj ar-a tjepat dan tegas eesuaa dengan peraturan-per3.tur­ 
an huku.m jang berlaku. 
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Pasal 9. 
(l) Djaksa Agung selaku Ketua Team Peroberantasan Korupsi d,i- .· pat memb srrtuk satuan-2 bugas , balk untuk ·tingkat Pusat; 

jang mempunj af ruang lingkup. eelurul1 Indo.nesia maupun 
tingkat Daerah jang mempunjai ruang lingk11p 'ctidaerah jang 
bersangkutan, 

,, 

·' 

Pasal 8. 

(1) Sekre·taris Team Pember ant asan Korupsi dipegang oleh se­ 
orang Djaksa Agung Mud·a jang ditundjuk: oleh Djaksa Agung. 

( 2) Sakre·~aris Team Pemberantasan Korupsi memimpin Sekreta:rillt 
jang eusunannj a ditetapkan oleh Team Pemberantasan Korupsi. 

(.3) Sekre,;aris Team Pemberantasan Korupsi dala.m makakeanakan 
tu.gasnja bertanggung djawab kepada Ketua ·ream. 

• 

Pasal 7. 

(1) Anggota-2 'l'eam Pemberahtasan Korupai terdiri dari : 
- seorang pegawai tingg1 jang ditundjuk c,leh Menteri Ke­ 

hakiman; 
- seorang perwira tinggi dari Anglt:atan Dcirat, Angkatan. 

Laut, Ang~atan Udara dan Angkatan Kepol.isian, jang di­ 
tundjuk oleh ·Panglima Angkatan masing-:1:; 

- seor-ang Djaksa Agung :Muda jang ditwidju.k oleh Djaksa 
Agung. 

(2) Anggota-2 tersebut diatas diangY-at dan diberhentilcan oleh 
Preaiden. 

(J) Anggo·ta-2 bertugaa membantu Ketua Team Pemberantasan Korup­ 
si unbuk memperlantjar pe.Lakaanaan tugas team • 

• 

' ~1 
.',! .~ .. 

( 2) Ke Lompok Penasehat mamberikan nasehat-2 haik diminta aeau 
tidak, baik setjara kelompok maupun send:lri-2 da.lam r-ang- . ,. 
ka me·mperlantjar pelalcoanaan tugas D'jaksa Agung sebagsd 
~etus. Team Pemerantasan Korupsi, 

( J) Para Panglima Angkatan selaku bggota:ckelomrok:·.p~nasel:.s.t, 
bertanggung djawab atas kelantjaran pelal:sanaan pember-an­ 
tasan. konipsi dalam angkatan masing-2 maupun dalrun r-angka 
pemberantasan korupsi pada urm.unnja 

·, 
~ 
' f~ 
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•••••••••••• Pasal 12 

Pasal 10, 

(l) Djak:sa Agung selaku Ketua Team Pemberantasan Korupsi da­ 
lam :~angka memperlantjar pelaksanaan tugasnja dapat me­ 
m.int1l bantuan tenaga dan atau bahan-2 keterangan jang di­ 
per-Lukan dari apara.tur/instansi Pemerintah baik tingk,:1.t 
Pusa<; maupun Daerah. 

(2) Setiap instansi jang dimintai bantua.n oleh Dja.ksa Agu.ng 
diwadjibkan memberi bantuan, dalam batas-2 jang diwe­ 
nangkan oleh Undang-undang. 

Pasal 11, 

(1) Segala beaja jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas :lni 
dibehankan kepada Anggaran Kedjaksaan Agung. 

(2) Departemen Keuangan mengusahakan kelantjaran realisas:t 
anggaran jang diperlukan untuk pelaksunaan tugas Team 
Pemborantasan Korupsi. 

BAB IV, 
LAIN-LAIN: 

(2) Susu1an Satuan Tugas tersebut dapat bersii'ab gabl.Ulgan 
anta:ra alat-2 penjelidik dan/atau penuntut sipil dan 
ABRI. atau hanja terdiri dari satu unsur sipil/angkatan, 

(.3) Bida::lg tugas Satuan Tugas dapat meliputi penjelidikan, 
penj:Ldikan dan penuntutan sekaligus atau chusua untuk 
penj ,alidikan/ penj idikan/ penuntutan sadj a. 

( 4-) Meng•3nai tingkat, susunan dan bidang tugas seperti te.r­ 
sebut ajat2 (l}, (2) da.n (3) disesu'aikan dengan kebubuh-, 
an dan hukum jang berlaku. 

( .S) Dale.in melaksanakan tugasnja Satuan Tugas bertanggung­ 
djaw,ab kepada Djaksa Agung selaku Ketua Team Pemberan­ 
naaan Korupsi. 

PRESIDE.N !'. 
RE:PUBLIK INOONESIA. 
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Ditetapkan di : Djalmrta. ,; 
Pada tanggal : :?. J!J~~ /f~1· 

PEDJAB.AT PRESlDE~UBL!K INDONESIA, 

. 4,/~ 

Keputusan ini mulai berlaku pada hari dite1:apkon. 

Pasal 13, 

Pasal 12. 

Hal-hal. jang belum diatur dalam Keputusan :i.ni akan diat11r 
kemudd an, 
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